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Abstract 

About 80% of the clean water needs that used by the peoples derived from 

groundwater, especially in urban areas, industrial center, and settlement that is 

growing rapidly, such as Semarang City. The problems of groundwater 

management in Semarang City is the usage of ground water which is generally 

inefficient and carelessly that can be seen from the number of artesian wells from 

groundwater with the uncontrolled water discharge or not even registered, one of 

the acts from government is to manage groundwater extraction permits by Dinas 

ESDM Provinsi Jawa Tengah. The goals of this research is to knowing about the 

implementation of supervising based on the regulation, then to identifying the 

factors of the implementation of supervision policies in groundwater management 

permits at Semarang City using the Van Meter and Van Horn Theory. This research 

uses descriptive qualitative research method with data collecting technique through 

interview, observation and documentation. The result of this research is showing 

that Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah is make serious efforts to the policy, but 

there is some troubles for examples, weak supervision, lack of resources, lack of 

peoples awareness and lack of socialize leading to the conclusion that 

implementation of supervision policies in groundwater management permits at 

Semarang City is not working properly and optimally. 
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PENDAHULUAN 

I. Latar Belakang 

  Sumber Daya Air menjadi 

prioritas pertama sebagai persyaratan 

penting dalam mendukung laju proses 

perkembangan suatu daerah. Jaminan 

kontinuitas ketersediaan air bersih yang 

memungkinkan menjadi daya tarik 

tersendiri bagi aktivitas industrial dan 

masyarakat yang ingin bermukim di 

wilayah tersebut. Laju pertumbuhan 

jumlah penduduk yang diikuti dengan 

akselerasi aktivitas industri di suatu 

wilayah, selalu berbanding lurus 

dengan peningkatan kebutuhan akan air 

bersih. 

  Sumber air terbesar untuk 

memenuhi kebutuhan air bersih di 

Indonesia berasal dari air tanah. 

Sebesar 80% kebutuhan air bersih 

masyarakat berasal dari air tanah, 

terutama di daerah urban, pusat 

industri, dan permukiman yang 

perkembangannya cukup pesat. 

Pemenuhan kebutuhan air bersih di 

daerah-daerah tersebut rata-rata 90% 

berasal dari air tanah (Djaendi, 2003). 

  Pengambilan air bawah tanah 

akan berpengaruh terhadap 

ketersediaan air bawah tanah serta 

kondisi lingkungan sekitarnya. Apabila 

jumlah pengambilan air bawah tanah 

tidak dikontrol dan ternyata telah 

melebihi batas keseimbangan antara 

ketersediaan air dengan jumlah 

pengambilannya, maka akan 

menimbulkan dampak negatif terhadap 

lingkungan. Penurunan jumlah maupun 

mutu air bawah tanah merupakan 

beberapa dampak negatif yang 

ditimbulkan. Dampak negatif tersebut 

mengakibatkan beragam permasalahan 

di kota-kota besar di Indonesia, salah 

satunya terjadi di Kota Semarang. Kota 

Semarang sebagai ibukota Jawa 

Tengah memiliki topografi yang datar 

dan rendah di wilayah utara dan yang 

berupa pegunungan di wilayah selatan.  

  Sebagai ibukota provinsi, 

pembangunan yang begitu pesat 

ditambah dengan jumlah penduduk 

yang semakin padat setiap tahunnya 

nampaknya juga dialami oleh Kota 

Semarang. Air tanah seharusnya 

menjadi pilihan alternative terakhir 

untuk digunakan sebagai kebutuhan 

akan air bersih karena akuifer air dalam 

tanah bersifat tidak cepat terbaharukan 

bahkan sebagian daerah tidak 

terbaharukan. Namun, kini banyak 

masyarakat demi untuk memenuhi 

kebutuhan air bersih mereka 

menggunakan air tanah sebagai pilihan 

pertama karena beberapa alas an 

diantaranya air dalam tanah dapat 

ambil kapanpun dengan debit yang 

tidak sedikit kemudian beberapa daerah 

di Kota Semarang, belum terjangkau 

PDAM sehingga tidak ada pilihan lain 

selain menggunakan air tanah. 

  Terpicunya penurunan 

kuantitas dan kualitas sumber daya air 

tanah di Kota Semarang adalah dampak 

lingkungan dari eksploitasi air tanah 

dalam jumlah yang sangat besar yang 

dikhawatirkan semakin lama akan 

semakin terasa. Kepala Dinas ESDM 

Jawa Tengah mengatakan bahwa 

terdapat 3 faktor penyebab terjadinya 

land subsidence, yaitu konsolidasi 

tanah, pengambilan air tanah yang 

tidak terkendali, dan pembebanan 

tanah untuk gedung-gedung bertingkat. 

Dikarenakan sektor tanah pada 

sebagian besar wilayah di Kota 

Semarang khususnya di bagian utara 

berjenis tanah alluvial serta tidak 

berstruktur padat, maka 

pengeksploitasian air tanah yang tidak 

terawasi secara ketat akan berdampak 

pada tanah alluvial yang relatif rawan 

untuk ambles atau turun jika tidak 
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adanya penopang pada lapisan bawah 

tanah dan land subsidence di Kota 

Semarang akan bertambah semakin 

parah. 

  Dalam beberapa tahun terakhir 

diketahui bahwa di beberapa lokasi di 

wilayah Kota Semarang bagian utara 

telah terjadi penyusupan air asin terus 

meningkat, terutama pada daerah 

pemukiman pusat perkotaan dan di 

beberapa wilayah industri di bagian 

utara, misalnya daerah sekitar Muara 

Kali Garang, Tanah Mas, Pengapon, 

Simpang Lima. Penyusupan air asin 

terindikasi dari hasil pemantauan pada 

beberapa sumur gali penduduk yang 

tersebar, maupun dari kualitas sumur 

bor di beberapa tempat. Di wilayah 

Semarang penyusupan air asin tersebut 

diperkirakan sudah mencapai sejauh 2 

km ke arah selatan garis pantai. 

  Untuk mencegah dampak yang 

kian memburuk, salah satu upaya yang 

dilakukan adalah pengawasan terhadap 

jumlah pengambilan air bawah tanah 

dalam kurun waktu tertentu. Informasi 

mengenai jumlah pengambilan air 

bawah tanah tersebut diperoleh melalui 

pelaporan pengambilan air bawah 

tanah dari setiap titik pengambilan. 

Pengawasan tersebut dilakukan 

terhadap perizinan pengambilan air 

tanah sebagai alat pengendali/kontrol 

dalam pengelolaan air tanah. Sesuai 

dengan peraturan, maka izin 

pengambilan air tanah merupakan 

dasar ditetapkannya pajak pengambilan 

air tanah. Pelaksanaan kegiatan 

pengelolaan air tanah dilaksanakan 

secara terkoordinasi antar pelaksana. 

  Menurut Peraturan Pemerintah 

Nomor 121 Tahun 2015, disebutkan 

semua perizinan yang terkait dengan 

pengusahaan/pengelolaan air tanah 

haruslah diselenggarakan dengan 

memperhatikan prinsip pengawasan 

dan pengendalian oleh Negara atas air, 

Pengawasan atas 

Pengusahaan/Pengelolaan Sumber 

Daya Air Tanah bertujuan untuk 

menjamin ditaatinya ketentuan yang 

tercantum dalam izin. Sesuai dengan 

amanat Perda Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 3 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Air Tanah sebagai 

perubahan dari Perda Jawa Tengah 

Nomor 8 Tahun 2011 , bahwa perizinan 

merupakan salah satu ruang lingkup 

dalam pengelolaan air tanah dimana 

Gubernur mempunyai kewenangan 

untuk menerbitkan izin di bidang air 

tanah dalam Daerah, sebagaimana 

pembinaan dan pengawasan dilakukan 

terhadap izin pemakaian/pengusahaan 

air tanah. Adanya kebijakan ini dilatar 

belakangi Undang-Undang No. 11 

Tahun 1974 Tentang Pengairan 

dikarenakan Undang-Undang No. 7 

Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air 

sudah resmi dicabut dan tidak berlaku 

lagi. Setelah adanya Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah, kewenangan 

mengenai pengelolaan air tanah sudah 

tidak lagi berada pada Pemerintah Kota 

Semarang, penanganan dan 

pengendalian sepenuhnya menjadi 

wewenang pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah. 

  Berdasarkan peta konservasi 

CAT Semarang yang menunjukkan 

Luasan Zona Merah tahun 2017-2019, 

ternyata dalam konteks pengendalian 

seperti pembangunan sumur yang 

terawasi masih ada yang dilakukan di 

dalam Zona Merah pengambilan ABT 

pada wilayah Kota Semarang yaitu 

sebanyak 16 pengguna. 

  Terjadinya kerusakan tata air 

tanah, semakin meluasnya sebaran 

zona air tanah serta amblesan tanah 

yang justru merugikan masyarakat 
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tersebut diyakini sebagai akibat dari 

kurangnya pengawasan serta 

pengendalian terhadap pengambilan air 

bawah tanah. 

II. Tujuan 

  Tujuan penelitian mengenai 

implementasi kebijakan pengawasan 

dalam izin pengelolaan air tanah 

adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan 

pengawasan terhadap izin 

pengelolaan air bawah tanah di 

Kota Semarang? 

2. Apa saja faktor-faktor yang 

mempengaruhi dalam pelaksanaan 

pengawasan terhadap izin 

pengelolaan air bawah tanah di 

Kota Semarang? 

METODE PENELITIAN 

  Penelitian yang digunakan oleh 

peneliti adalah jenis penelitian 

kualitatif yang merupakan metode 

penelitian yang digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek alamiah 

dimana peneliti adalah instrumen 

kunci. Sedangkan bentuknya yaitu 

dengan menggunakan penelitian 

deskriptif kualitatif sehingga hasil 

penelitian diarahkan dan ditekankan 

pada upaya memberi gambaran 

subjektif dan sedetail mungkin tentang 

keadaan yang sebenarnya dari objek 

studi.  . Untuk mendapatkan 

narasumber yang tepat dan sesuai 

tujuan, teknik pengambilan sampel 

pada penelitian ini menggunakan 

sistem snowball sample. Pengumpulan 

data dilakukan dengan meggunakan 

teknik wawancara, dokumentasi, studi 

pustaka dan observasi. 

PEMBAHASAN 

I. Hasil Penelitian 

1. Implementasi Kebijakan 

Pengawasan dalam Izin Pengelolaan 

Air Tanah di Kota Semarang: 

a. Efektifitas keterlibatan 

aktor/pelaku dalam proses 

pengawasan 

  Keterlibatan aktor/pelaku 

dalam proses pengawasan intern pada 

implementasi pengawasan dalam izin 

pengelolaan air tanah yang dilakukan 

oleh Dinas ESDM dan DPMPTSP 

Provinsi Jawa Tengah, lebih efektif 

dengan pengawasan secara langsung 

karena para pelaksana dapat dengan 

mudah memantau dan mengawasi 

secara langsung kondisi di lapangan 

dan dapat langsung memberikan 

peringatan jika terjadi pelanggaran. 

b. Konsistensi prosedur perizinan 

yang dilakukan berdasarkan 

dokumen/aturan yang berlaku dan 

konsep yang melatarbelakangi 

pelaksanaan prosedur perizinan. 

  Hal yang tercantum dalam 

prosedur dan tahapan pada aturan 

tersebut sudah jelas, namun pada 

pelaksanaanya masih terdapat kendala 

pada mekanisme waktu tidak sesuai 

dengan jumlah waktu yang tertera di 

Pergub tersebut. Hal tersebut terjadi 

karena waktu yang dibutuhkan untuk 

penerbitan izin rekomendasi teknis 

pada verifikasi lapangan oleh Cabang 

Dinas ESDM Wilayah Semarang-

Demak berbeda-beda untuk setiap 

pemohon, tergantung pada penerjunan 

ke lokasi untuk uji kelayakan 

pengambilan air tanah serta syarat yang 

harus dipenuhi. 

2. Faktor – faktor yang 

mempengaruhi: 

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan 
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  Dasar hokum dan aturan yang 

ditetapkan sebenarnya sudah jelas bagi 

para pelaksana yang menjalankan 

kebijakan tersebut, namun fakta di 

lapangan masih terdapat beberapa 

kendala, yaitu dalam pemahaman 

syarat bagi pemohon dirasa kurang, 

adanya perubahan kewenangan 

menjadi wewenang provinsi 

mengakibatkan pertambahan jumlah 

izin yang signifikan membuat para 

pelaksana merasa kewalahan, serta 

kurangnya tindakan tegas kepada para 

pengguna air tanah yang tidak berizin 

atau illegal. 

b. Sumber – Sumber Kebijakan 

  Permasalahan SDM dan 

anggaran merupakan masalah yang 

luas dan saling ketergantungan, yang 

pertama harus disadari kemampuan 

yang diberikan pemerintah provinsi 

dalam penganggaran terutama untuk 

pengawasan air tanah, kemudian terkait 

permasalahan SDM yang terbatas, 

anggaran yang besar namun jumlah 

SDM sedikit juga akan berjalan tidak 

efektif. 

c. Komunikasi Antar Organisasi 

  Selama ini sosialisasi memang 

sudah diberikan, namun belum 

menyeluruh sehingga terkadang 

ditemui beberapa pemohon yang belum 

memahami persyaratan tersebut. 

Kurangnya penyampaian data izin 

penerbitan air tanah oleh DPMPTSP 

kepada Cabang Dinas ESDM Wilayah 

Semarang-Demak menjadi fokus 

tersendiri karena seharusnya 

pengelolaan data penerbitan izin, 

dikelola tidak hanya pada satu instansi 

secara administrasi melainkan juga 

dikelola oleh instansi teknis. 

d. Karakteristik Badan Pelaksana 

  Dinas ESDM Provinsi Jawa 

Tengah sebagai instansi pelaksana 

mempunyai kerjasama dengan pihak 

informal atau swasta, yaitu Asosiasi 

Perusahaan Pengeboran Air Tanah 

Indonesia (APPATINDO) Jawa 

Tengah. Bentuk kerjasama tersebut 

diantaranya dalam hal komunikasi, 

konsultasi dan koordinasi antar 

perusahaan-perusahaan pengeboran air 

tanah serta melakukan verifikasi dan 

validasi awal permohonan sertifikat 

badan usaha jasa pelaksana konstruksi 

baik di Jawa Tengah maupun Kota 

Semarang. 

e. Kondisi Ekonomi, Sosial dan 

Politik 

  Upaya implementasi kebijakan 

mensyaratkan kondisi lingkungan 

eksternal yang kondusif begitu pula 

dengan kebijakan pengawasan dalam 

izin pengelolaan air tanah di Kota 

Semarang ini, disamping menimbulkan 

manfaat baik untuk pemerintah 

maupun masyarakat sekaligus 

mendapat dukungan dari pihak swasta, 

adanya kendala yang terjadi di 

lapangan memungkinkan menghambat 

pelaksanaan kebijakan tersebut 

sehingga belum dapat berjalan lancar 

dan terkendali. 

f. Kecenderungan Pelaksana 

  Pelaksanaan pengawasan 

dalam izin pengelolaan air tanah di 

Kota Semarang ini memiliki 

kecenderungan untuk didukung oleh 

para pelaksana, dinilai dari 

kemampuan mereka menjelaskan 

unsur-unsur kebijakan dan pemahaman 

mereka dalam memaparkan dasar 

hokum dan tujuan kebijakan serta 

upaya mereka dalam mengatasi 

permasalahan tersebut sehingga dapat 

melaksanakan dengan baik meskipun 
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masih terdapat kendala-kendala yang 

terjadi di lapangan. 

PENUTUP 

  Berdasarkan hasil penelitian di 

lapangan, peneliti menyimpulkan 

masih terdapat kendala pada 

pelaksanaan kebijakan pengawasan 

dalam izin pengelolaan air tanah di 

Kota Semarang sehingga belum dapat 

mencapai tujuan kebijakan secara 

optimal. Berikut beberapa saran yang 

akan peneliti sampaikan terkait dengan 

kondisi tersebut: 

1. Para pelaksana yang terkait dengan 

pelaksanaan izin pengelolaan air 

tanah di Kota Semarang perlu 

memperketat pengawasan dengan  

membuat schedule setiap bulannya 

sebanyak minimal 2 kali untuk 

mengadakan sidak ke lapangan 

beserta pembagian wilayah yang 

jelas agar seluruh lokasi dapat 

terawasi baik bagi para pengguna 

air tanah yang sudah berizin, belum 

berizin maupun yang melanggar 

khususnya yang berada pada zona 

merah. 

2. Perlunya penambahan Sumber 

Daya Manusia atau petugas 

pelaksana oleh pemerintah pada 

pelaksanaan pengawasan dalam 

perizinan secara administrasi 

maupun teknis lapangan, berikut: 

a. Untuk DPMPTSP dapat 

menambahkan minimal 

sebanyak 11 orang khusus pada 

bidang perizinan air tanah agar 

masing-masing wilayah di Jawa 

Tengah dapat tertangani. 

b. Untuk Dinas ESDM dapat 

menambahkan minimal 

sebanyak 2 kali lipat dari 

jumlah yang ada sekarang di 

Kantor Cabang Dinas ESDM 

Wilayah Semarang-Demak 

pada bidang Geologi dan 

Minerba. 

3. Pelaksana kebijakan perlu 

melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat sebagai berikut 

a. Khususnya untuk Dinas ESDM 

Provinsi Jawa Tengah dengan 

memberikan pendekatan 

kepada masyarakat umum 

terkait pemahaman izin seputar 

penggunaan air tanah dengan 

mengadakan seminar umum 

yang diadakan minimal 1 kali 

dalam sebulan 

b. Sementara itu, pelaksana 

kebijakan lain khususnya 

DPMPTSP Provinsi Jawa 

Tengah perlu untuk melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat 

terkait dengan persyaratan, 

mekanisme, serta prosedur 

waktu yang ditentukan melalui 

berbagai media yang ada pada 

DPMPTSP. 
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